
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.180, 2019 KEMENDAG. Kewajiban Pencantuman. Label 

Kemasan Beras. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 08 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  

NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN  

LABEL KEMASAN BERAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan 

kewajiban pencantuman label pada kemasan beras yang 

diperdagangkan, perlu dilakukan penyesuaian beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label 

Kemasan Beras; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang 

Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 207, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu 

Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1210); 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

48/Permentan/PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 

tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
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698); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 

tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

813); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN 

PENCANTUMAN LABEL KEMASAN BERAS. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label 

Kemasan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 698) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 dihapus dan angka 3 Pasal 1 

diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dihapus. 

2. Importir Beras adalah Pelaku Usaha yang 

melakukan kegiatan impor beras. 

3. Pengemas Beras adalah orang perseorangan atau 

badan usaha yang melakukan kegiatan pengemasan 

beras milik sendiri, atau beras hasil pengumpulan 

untuk diperdagangkan kepada konsumen.  

4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan 

warga negara Indonesia atau badan usaha yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 
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